
MENTERIDALAM NEGERI

REPUBLIKINDONESIA

PERATURANMENTERIDALAM NEGERIREPUBLIKINDONESIA

NOMOR 1TAHUN2016

TENTANG

PENGELOLAAN ASETDESA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

MENTERIDALAM NEGERIREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan

PemerintahNomor43tahun2014tentangPeraturanPelaksanaan

Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesasebagaimana

telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47tahun2015

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor43tahun2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun

2014 tentang Desa,perlu menetapkan Peraturan MenteriDalam

NegeritentangPengelolaanAsetDesa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan

PelaksanaanUndangUndangNomor6tahun2014tentangDesa

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor213,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539)

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang

UndangNomor6tahun2014tentangDesa(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717);

SALINAN
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3. PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014tentangDanaDesa

YangBersumberDariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor168,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5558)

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor

22Tahun2015tentangPerubahan AtasPeraturanPemerintah

Nomor60Tahun2014tentangDanaDesaYangBersumberDari

AnggaranPendapatandanBelanjaNegara(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANGPENGELOLAAN ASETDESA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam PeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:

1. Desaadalahdesadandesaadatatauyangdisebutdengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenanguntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat,hakasalusul,dan/atauhaktradisionalyangdiakui

dandihormatidalam sistem pemerintahanNegaraKesatuan

RepublikIndonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempatdalam

sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

3. PemerintahDesaadalahKepalaDesaatauyangdisebutdengan

namalaindibantuperangkatDesasebagaiunsurpenyelenggara



-3-

PemerintahanDesa.

4. BadanPermusyawaratanDesaatauyangdisebutdengannama

lain,adalahlembagayangmelaksanakanfungsipemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

5. AsetDesaadalahbarangmilikDesayangberasaldarikekayaan

aslimilik Desa,dibeliatau diperoleh atas beban Anggaran

PendapatandanBelanjaDesa(APBDesa)atauperolehanHak

lainnyayangsah.

6. PengelolaanAsetDesamerupakanrangkaiankegiatanmulai

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan,pemeliharaan,penghapusan,pemindahtanganan,

penatausahaan,pelaporan,penilaian,pembinaan,pengawasan

danpengendalianasetDesa.

7. Perencanaanadalahtahapankegiatansecarasistematisuntuk

merumuskanberbagairinciankebutuhanbarangmilikdesa.

8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan

kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahandesa.

9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna

Barang dalam menggunakanasetDesayangsesuaidengan

tugasdanfungsi.

10. PemanfaatanadalahpendayagunaanasetDesasecaratidak

langsungdipergunakandalam rangkapenyelenggaraantugas

pemerintahandesadantidakmengubahstatuskepemilikan.

11. Sewaadalah pemanfaatan asetDesaoleh pihaklain dalam

jangkawaktutertentudanmenerimaimbalanuangtunai.

12. Pinjam pakaiadalahpemanfaatanasetDesaantaraPemerintah

Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga

KemasyarakatanDesadiDesasetempatdalam jangkawaktu

tertentutanpamenerimaimbalan.

13. Kerjasamapemanfaatanadalahpemanfaatan asetDesaoleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

meningkatkanpendapatanDesa.

14. BangunGunaSerahadalahPemanfaatanBarang MilikDesa

berupatanaholehpihaklaindengancaramendirikanbangunan
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dan/atausaranaberikutfasilitasnya,kemudiandidayagunakan

olehpihaklaintersebutdalam jangkawaktutertentuyangtelah

disepakati,untukselanjutnyadiserahkankembalitanahbeserta

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah

berakhirnyajangkawaktu.

15. BangunSerahGunaadalahPemanfaatanBarang MilikDesa

berupatanaholehpihaklaindengancaramendirikanbangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya,dan setelah selesai

pembangunannyadiserahkankepadaPemerintahanDesauntuk

didayagunakandalam jangkawaktutertentuyangdisepakati.

16. Pengamanan adalah Proses,cara perbuatan mengamankan

asetDesadalam bentukfisik,hukum,danadministratif.

17. Pemeliharaanadalahkegiatanyangdilakukanagarsemuaaset

Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka

penyelenggaraanpemerintahandesa.

18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset

Desa daribukudatainventarisdesadengankeputusankepala

desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang,Pengguna

Barang,dan/ataukuasapenggunabarangdaritanggungjawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

pengguasaannya.

19. PemindahtangananadalahpengalihankepemilikanasetDesa.

20. Tukarmenukaradalah pemindahtanganan kepemilikan aset

Desayangdilakukanantarapemerintahdesadenganpihaklain

denganpenggantiannyadalam bentukbarang.

21. PenjualanadalahpemindahtangananasetDesakepadapihak

laindenganmenerimapenggantiandalam bentukuang.

22. PenyertaanModalPemerintahDesa adalahpemindahtanganan

aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

diperhitungkansebagaimodalDesadalam BUMDesa.

23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

meliputipembukuan,inventarisasidan pelaporan asetDesa

sesuaidenganketentuanyangberlaku.

24. Pelaporanadalahpenyajianketeranganberupainformasiterkait

dengankeadaanobjektifasetDesa.

25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang
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didasarkanpadadata/faktayangobyektifdanrelevandengan

menggunakanmetode/teknistertentuuntukmemperolehnilai

asetDesa.

26. TanahDesa adalah tanahyangdikuasaidanataudimilikioleh

PemerintahDesasebagaisalahsatusumberpendapatanasli

desadan/atauuntukkepentingansosial.

27. Inventarisasiadalah kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan,danpelaporanhasilpendataanasetDesa.

28. Kodefikasiadalah pemberian kode barang pada asetDesa

dalam rangkapengamanandankepastianstatuskepemilikan.

Pasal2

(1) Jenisasetdesaterdiriatas:

a. Kekayaanaslidesa;

b.Kekayaan milikdesayangdibeliataudiperolehatasbeban

APBDesa;

c.Kekayaandesayangdiperolehdarihibahdansumbangan

atauyangsejenis;

d.Kekayaan desa yang diperoleh sebagaipelaksanaan dari

perjanjian/kontrakdan/ataudiperolehberdasarkanketentuan

peraturanundang-undang;

e.Hasilkerjasamadesa;dan

f.Kekayaandesayangberasaldariperolehanlainyangsah.

(2) Kekayaanaslidesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf

a,terdiriatas:

a. tanahkasdesa;

b. pasardesa;

c. pasarhewan;

d. tambatanperahu;

e. bangunandesa;

f. pelelanganikanyangdikelolaolehdesa;

g. pelelanganhasilpertanian;
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h. hutanmilikdesa;

i. mataairmilikdesa;

j. pemandianumum;dan

k. lain-lainkekayaanaslidesa.

BABII

PENGELOLAAN

BagianKesatu

Pengelola

Pasal3

Pengelolaanasetdesadilaksanakanberdasarkanasasfungsional,

kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,

akuntabilitas,dankepastiannilai.

Pasal4

(1) KepalaDesasebagaipemegangkekuasaanpengelolaanaset

desaberwenangdanbertanggungjawabataspengelolaanaset

desa.

(2) KepalaDesasebagaipemegangkekuasaanpengelolaanaset

desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai

wewenangdantanggungjawab:

a. menetapkankebijakanpengelolaanasetdesa;

b.menetapkanpembantupengeloladanpetugas/pengurusaset

desa;

c.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau

pemindahtangananasetdesa;

d.menetapkankebijakanpengamananasetdesa;

e.mengajukanusulpengadaan,pemindahtanganandanatau

penghapusan asetdesa yang bersifatstrategis melalui

musyawarahdesa;

f.menyetujuiusulpemindahtanganandanpenghapusanaset

desasesuaibataskewenangan;dan

g.menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah

dan/ataubangunan.

(3) Asetdesayangbersifatstrategissebagaimanadimaksudpada

ayat(2)hurufe,berupatanahkasdesa,tanahulayat,pasardesa,

pasarhewan,tambatanperahu,bangunandesa,pelelanganikan,
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pelelanganhasilpertanian,hutanmilikdesa,mataairmilikdesa,

pemandianumum,danasetlainnyamilikdesa.

(4) Dalam melaksanakankekuasaansebagaimanadimaksudpada

ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian

kekuasaannyakepadaPerangkatDesa.

(5) PerangkatDesasebagaimanadimaksudayat(4)terdiridari:

a.SekretarisDesaselakupembantupengelolaasetdesa;dan

b.UnsurPerangkatDesasebagaipetugas/pengurusasetdesa.

(6) Petugas/pengurusasetDesasebagaimanadimaksudpadaayat

(5)hurufb,berasaldariKepalaUrusan.

Pasal5

(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa

sebagaimana dimaksud pada Pasal4 ayat (5) huruf a,

berwenangdanbertanggungjawab:

a. menelitirencanakebutuhanasetdesa;

b.menelitirencanakebutuhanpemeliharanasetdesa;

c.mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtanganan asetdesa yang telah disetujuioleh

KepalaDesa;

d.melakukankoordinasidalam pelaksanaaninventarisasiaset

desa;dan

e.melakukanpengawasandanpengendalianataspengelolaan

asetdesa.

(2) Petugas/pengurus asetdesa sebagaimana dimaksud pada

Pasal4ayat(5)hurufb,bertugasdanbertanggungjawab:

a. mengajukanrencanakebutuhanasetdesa;

b.mengajukanpermohonanpenetapanpenggunaanasetdesa

yangdiperolehdaribebanAPBDesadanperolehanlainnya

yangsahkepadaKepalaDesa;

c.melakukaninventarisasiasetdesa;

d.mengamankandanmemeliharaasetdesayangdikelolanya;

dan

e.menyusundanmenyampaikanlaporanasetdesa.

BagianKedua

Pengelolaan

Pasal6
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(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama

PemerintahDesa.

(2) Asetdesa berupa bangunan harus dilengkapidengan bukti

statuskepemilikandanditatausahakansecaratertib.

(3) Asetdesadapatdiasuransikansesuaikemampuankeuangan

desadandilaksanakansesuaiketentuanperaturanperundang-

undangan.

(4) Asetdesadilaranguntukdiserahkankepadapihaklainsebagai

pembayaranatastagihankepadapemerintahdesa.

(5) Asetdesa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk

mendapatkanpinjaman.

Pasal7

PengelolaanasetDesameliputi:

a.perencanaan;

b.pengadaan;

c.penggunaan;

d.pemanfaatan;

e.pengamanan;

f.pemeliharaan;

g.penghapusan;

h.pemindahtanganan;

i.penatausahaan;

j.pelaporan;

k.penilaian;

l.pembinaan;

m.pengawasan;dan

n.Pengendalian.

ParagrafKesatu

Perencanaan

Pasal8

(1) Perencanaanasetdesasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

hurufa,dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

MenengahDesa(RPJMDesa)untukkebutuhan6(enam)tahun.

(2) Perencanaankebutuhanasetdesauntukkebutuhan1(satu)

tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa



-9-

(RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah

memperhatikanketersediaanasetdesayangada.

ParagrafKedua

Pengadaan

Pasal9

(1) Pengadaanasetdesasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

hurufb,dilaksanakanberdasarkanprinsip-prinsipefisien,efektif,

transparandanterbuka,bersaing,adil/tidak diskriminatif dan

akuntabel.

(2) Pengadaan barang/jasa didesa diatur dengan Peraturan

Bupati/Walikotadenganberpedomanpadaketentuanperaturan

perundang-undangan.

ParagrafKetiga

Penggunaan

Pasal10

(1) PenggunaanasetDesasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

hurufc,ditetapkandalam rangkamendukungpenyelenggaraan

PemerintahanDesa.

(2) StatuspenggunaanasetDesaditetapkansetiaptahundengan

KeputusanKepalaDesa.

ParagrafKeempat

Pemanfaatan

Pasal11

(1) Pemanfaatanasetdesasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

hurufd,dapatdilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan

langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

(2) BentukpemanfaatanasetDesasebagaimanadimaksudpada

ayat(1),berupa:

a. sewa,

b. pinjam pakai;

c. kerjasamapemanfaatan;dan

d. bangungunaserahataubangunserahguna.
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(3) Pemanfaatanasetdesasebagaimana dimaksudpadaayat(2)

ditetapkandalam PeraturanDesa.
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Pasal12

(1) Pemanfaatanasetdesaberupasewasebagaimanadimaksud

dalam Pasal11 ayat (2) huruf a,tidak merubah status

kepemilikanasetdesa.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

palinglama3(tiga)tahundandapatdiperpanjang.

(3) Sewa asetdesa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang

sekurang-kurangnyamemuat:

a.parapihakyangterikatdalam perjanjian;

b.objekperjanjiansewa;

c.jenis,luasatau jumlah barang,besaran sewadan jangka

waktu;

d.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaanselamajangkawaktusewa;

e.hakdankewajibanparapihak;

f.keadaandiluarkemampuanparapihak(forcemajeure);dan

g.persyaratanlainyangdianggapperlu.

Pasal13

(1) Pemanfaatan asetdesa berupa pinjam pakaisebagaimana

dimaksuddalam Pasal11ayat(2)hurufbdilaksanakanantara

Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta

LembagaKemasyarakatanDesa.

(2) Pinjam pakaiasetdesa sebagaimana ayat(1),dikecualikan

untuktanah, bangunandanasetbergerakberupakendaraan

bermotor.

(3) Jangkawaktupinjam pakaiasetdesapalinglama7(tujuh)hari

dandapatdiperpanjang.

(4) Pinjam pakaiasetdesadilaksanakanberdasarkanperjanjian

yangsekurang–kurangnyamemuat:

a. parapihakyangterikatdalam perjanjian;

b.jenisataujumlahbarangyangdipinjamkan;

c.jangkawaktupinjam pakai;

d.tanggung jawab peminjam atas biaya operasionaldan

pemeliharaanselamajangkawaktupeminjaman;

e.hakdankewajibanparapihak;
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f.keadaandiluarkemampuanparapihak(forcemajeure);dan

g.persyaratanlainyangdianggapperlu.

Pasal14

(1) Kerjasamapemanfaatansebagaimanadimaksuddalam Pasal

11ayat(2)hurufc,berupatanahdan/ataubangunandengan

pihaklaindilaksanakandalam rangka:

a.mengoptimalkandayagunadanhasilgunaasetdesa;dan

b. meningkatkanpendapatandesa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan asetdesa berupa tanah dan/atau

bangunan denganpihaklainsebagaimanadimaksudpadaayat

(1)dilaksanakandenganketentuan:

a.tidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalam APBDesa

untukmemenuhibiayaoperasional,pemeliharaan,dan/atau

perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan

tersebut;

b.Pihaklain sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilarang

menjaminkanataumenggadaikanasetdesayangmenjadi

objekkerjasamapemanfaatan;

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1)memiliki

kewajiban,antaralain:

a.membayarkontribusitetapsetiaptahunselamajangkawaktu

pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian

keuntunganhasilKerjaSamaPemanfaatanmelaluirekening

KasDesa;

b.membayarsemua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja

samapemanfaatan;dan

c.Jangkawaktukerjasamapemanfaatanpalinglama15(lima

belas) tahun sejak perjanjian ditandatanganidan dapat

diperpanjang.

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau

bangunanditetapkandalam suratperjanjianyangmemuat:

a. parapihakyangterikatdalam perjanjian;

b.objekkerjasamapemanfaatan;

c.jangkawaktu;

d.hakdankewajibanparapihak;

e.penyelesaianperselisihan;
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f.keadaandiluarkemampuanparapihak(forcemajeure);dan

g.peninjauanpelaksanaanperjanjian.

Pasal15

(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana

dimaksudpadaPasal11ayat(2)hurufdberupatanahdengan

pihaklaindilaksanakandenganpertimbangan:

a.PemerintahDesamemerlukanbangunandanfasilitasbagi

penyelenggaraanpemerintahandesa;

b.tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan

bangunandanfasilitastersebut.

(2) Pihaklainsebagaimanadimaksudpadaayat(1)selamajangka

waktupengoperasianmemilikikewajiban,antaralain:

a.membayarkontribusikerekeningkasDesasetiaptahun;dan

b.memeliharaobjekbangun gunaserah atau bangun serah

guna.

(3) Kontribusisebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufa,

besarannyaditetapkanberdasarkanhasilperhitungantim yang

dibentukolehPemerintahDaerahKabupaten/Kota.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilarang

menjaminkan,menggadaikan,ataumemindahtangankantanah

yangmenjadiobjekbangungunaserahataubangunserahguna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan

pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan

pelaksana.

Pasal16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna

palinglama20tahun(duapuluhtahun)dandapatdiperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah

guna sebagaimana dimaksud pada ayat(1)setelah terlebih

dahuludilakukanevaluasiolehTim yangdibentukKepalaDesa

dandifasilitasiolehPemerintahKabupaten/Kota.

(3) Dalam haljangkawaktubangungunaserahataubangunserah

gunadiperpanjang,pemanfaatandilakukanmelaluiKerjasama

Pemanfaatansebagaimanadiaturdalam Pasal14.
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(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan

berdasarkansuratperjanjianyangsekurang-kurangnyamemuat:

a.Parapihakyangterikatdalam perjanjian;

b.objekbangungunaserah;

c.jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam

perjanjian;

d.penyelesaiaanperselisihan;

e.keadaandiluarkemampuanparapihak(forcemajeure);dan

f.persyaratanlainyangdianggapperlu;

g.Bangunandanfasilitasnyayangmenjadibagianhasildari

pelaksanaanbangungunaserahataubangunserahguna

harusdilengkapidenganIzinMendirikanBangunan(IMB)

atasnamaPemerintahDesa.
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Pasal17

Pemanfaatanmelaluikerjasamapemanfaatan,bangungunaserah

ataubangunserahguna sebagaimana dimaksuddalam Pasal14

dan Pasal15 dilaksanakan setelah mendapatijin tertulis dari

Bupati/Walikota.

Pasal18

HasilpemanfaatansebagaimanaPasal12,Pasal14danPasal15

merupakanpendapatandesa danwajibmasukkerekening Kas

Desa.

ParagrafKelima

Pengamanan

Pasal19

(1) Pengamananasetdesasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

hurufe,wajibdilakukanolehKepalaDesadanPerangkatDesa.

(2) Pengamananasetdesasebagaimanaayat(1),meliputi:

a.administrasiantaralainpembukuan,inventarisasi,pelaporan

danpenyimpanandokumenkepemilikan;

b.fisikuntukmencegahterjadinyapenurunanfungsibarang,

penurunanjumlahbarangdanhilangnyabarang;

c.pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan

dengancarapemagarandanpemasangantandabatas;

d.selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada

huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan

pemeliharaan;dan

e.pengamanan hukum antara lain dengan melengkapibukti

statuskepemilikan.

(3) Biaya Pengamanan asetDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat(2)dibebankanpadaAPBDesa.
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ParagrafKeenam

Pemeliharaan

Pasal20

(1) PemeliharaanasetDesasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

huruff,wajibdilakukanolehKepalaDesadanPerangkatDesa.

(2) BiayapemeliharaanasetdesadibebankanpadaAPBDesa.

ParagrafKetujuh

Penghapusan

Pasal21

(1) Penghapusanasetdesasebagaimanadimaksuddalam Pasal7

hurufgmerupakankegiatanmenghapus/meniadakanasetdesa

daribukudatainventarisdesa.

(2) Penghapusanasetdesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dilakukandalam halasetdesakarenaterjadinya,antaralain:

a. beralihkepemilikan;

b. pemusnahan;atau

c. sebablain.

(3) Penghapusanasetdesayangberalihkepemilikansebagaimana

dimaksudpadaayat(2)hurufa,antaralain:

a. pemindahtangananatasasetdesakepadapihaklain;

b.putusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum tetap.

c.Desa yang kehilangan hak sebagaiakibatdariputusan

pengadilansebagaimanapadahurufb,wajibmenghapusdari

daftarinventarisasetmilikdesa.

(4) Pemusnahanasetdesasebagaimanadimaksudpadaayat(2)

hurufb,denganketentuan:

a.berupaasetyangsudahtidakdapatdimanfaatkandan/atau

tidak memilikinilaiekonomis,antara lain meja,kursi,

komputer;

b.dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar

penetapankeputusanKepalaDesatentangPemusnahan.

(5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain

sebagaimanadimaksudpadaayat2hurufc,antaralain:

a. hilang;

b. kecurian;dan
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c. terbakar;

Pasal22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana

dimaksuddalam Pasal21ayat(3)terlebihdahuludibuatkanBerita

Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah

mendapatpersetujuanBupati/Walikota.

Pasal23

(1) PenghapusanasetDesaselainsebagaimanadimaksud pada

Pasal22tidakperlumendapatpersetujuanBupati/Walikota.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terlebih

dahuludibuatBeritaAcaradanditetapkandenganKeputusan

KepalaDesa.

Pasal24

(1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagaidampak

pembangunan sepertiwaduk,uang penggantinya diserahkan

kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan

daerah.

(2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak

pembangunansepertiwaduk,uangpenggantinyamenjadimilik

desa.

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan pendapatan desa yang penggunaannya

diprioritaskanuntukpembangunansaranaprasaranadesa.

(4) Asetmilik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung

dalam rangkapenataandesa,asetdesayangdesa-nyadihapus

menjadimilikdesayangdigabung.

ParagrafKedelapan

Pemindahtanganan

Pasal25

(1) Bentukpemindahtangananasetdesasebagaimanadimaksud

dalam Pasal7hurufh,meliputi:

a. tukarmenukar;

b. penjualan;
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c. penyertaanmodalPemerintahDesa.

(2) Pemindahtanganan asetdesa sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)berupaTanahdan/ataubangunanmilikdesahanya

dilakukandengantukarmenukardanpenyertaanmodal.

Pasal26

Asetdesadapatdijualsebagaimanadimaksuddalam Pasal25ayat

(1)hurufb,apabila:

a. Asetdesatidakmemilikinilaimanfaatdan/ataunilaiekonomis

dalam mendukungpenyelenggaraanPemerintahanDesa;

b. Asetdesaberupatanamantumbuhandanternakyangdikelola

olehPemerintahanDesa,sepertipohonjati,meranti,bambu,

sapi,kambing

c. Penjualan asetsebagaimana dimaksud pada hurufa dan b

dapatdilakukanmelaluipenjualanlangsungdan/ataulelang;

d. Penjualanlangsungsebagaimanadimaksudpadahurufcantara

lainmeja,kursi,komputer,mesintiksertatanamantumbuhan

danternak;

e. Penjualanmelaluilelangsebagaimanadimaksudpadahurufc

antaralainkendaraanbermotor,peralatanmesin;

f. Penjualansebagaimanadimaksudhurufddanedilengkapi

dengan buktipenjualan dan ditetapkan dengan keputusan

KepalaDesatentangPenjualan;

g. Uang hasilpenjualansebagaimanadimaksud hurufd dane

dimasukkan dalam rekeningkasdesasebagaipendapatanasli

desa;

Pasal27

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat(1)hurufc,

dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan

peningkatankinerjaBadanUsahaMilikDesa(BUMDesa).

(2) Penyertaan modalsebagaimana dimaksud ayat(1)berupa

TanahKasDesa.
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ParagrafKesembilan

Penatausahaan

Pasal28

(1) Asetdesayangsudahditetapkanpenggunaannyasebagaimana

diaturpadaPasal10 harusdiinventarisirdalam bukuinventaris

asetdesadandiberikodefikasi.

(2) Kodefikasisebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam

pedomanumum mengenaikodefikasiasetdesa.

ParagrafKesepuluh

Penilaian

Pasal29

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa

melakukaninventarisasidanpenilaianasetDesasesuaiketentuan

peraturanperundang-undangan.

Pasal30

Penilaianasetdesasebagaimanadimaksuddalam Pasal29dalam

rangkapemanfaatandanpemindahtangananberupatanahdan/atau

bangunandilakukanolehPenilaiPemerintahatauPenilaiPublik.
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Pasal31

FormatKeputusan Kepala Desa tentang Penggunaan AsetDesa,

Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang

PenghapusanAsetDesasertaFormatBukuInventarisAsetDesa

sebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(2),Pasal22,Pasal23

ayat(2)dan Pasal28 ayat(1)tercantum dalam Lampiran yang

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

BABIII

TUKARMENUKAR

Pasal32

PemindahtangananasetDesaberupatanahmelaluitukarmenukar

sebagaimanadimaksuddalam Pasal25ayat(1)hurufaterdiridari:

a.untukkepentinganumum;

b.bukanuntukkepentinganumum;dan

c.tanahkasdesaselainuntukkepentinganumum danbukanuntuk

kepentinganumum.

BagianKesatu

UntukKepentinganUmum

Pasal33

(1) Tukarmenukarasetdesaberupatanahuntukpembangunan

bagikepentinganumum sebagaimanadimaksuddalam Pasal

32 hurufa,dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Tukarmenukarsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan

denganketentuan:

a.tukarmenukardilakukansetelahterjadikesepakatanbesaran

gantirugisesuaihargayangmenguntungkandesadengan

menggunakannilaiwajarhasilperhitungantenagapenilai;

b.apabilatanahpenggantibelum tersediamakaterhadaptanah

penggantiterlebihdahuludapatdiberikanberupauang;

c.penggantianberupauangsebagaimanadimaksudpadahuruf

b harus digunakan untuk membelitanah penggantiyang

senilai;
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d.tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada hurufc

diutamakanberlokasidiDesasetempat;dan

e.apabila lokasitanah penggantitidak tersedia diDesa

setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d,tanah

penggantidapatberlokasidalam satu Kecamatandan/atau

Desadikecamatanlainyangberbatasanlangsung.

Pasal34

(1) Tukarmenukartanahmilikdesasebagaimanadimaksuddalam

Pasal33dilakukandengantahapan:

a.KepalaDesamenyampaikansuratkepadaBupati/Walikota

terkaithasilMusyawarahDesatentangtukarmenukartanah

milikDesadengancalonlokasitanahpenggantiberadapada

desasetempat;

b.Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada

Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/Walikota

meneruskanpermohonanijinkepadaGubernur;

(2) Apabilalokasitanahpenggantitidaktersediadidesasetempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 hurufe dilakukan

dengantahapan:

a.Bupati/Walikotamelakukantinjauanlapangandanverifikasi

datauntukmendapatkankebenaranmateriildanformilyang

dituangkandalam beritaacara;

b.Hasiltinjauan lapangan dan verifikasidata sebagaimana

dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur

sebagaibahanpertimbanganpemberianpersetujuan;

c.Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud

hurufc,Gubernurdapatmelakukankunjunganlapangandan

verifikasidata;

d.Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar

menukartanahmilikdesa.

Pasal35

(1) Tinjauanlapangansebagaimanadimaksuddalam Pasal34ayat

(2)dilakukanuntuk melihatdanmengetahuisecaramateriil
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kondisifisiklokasitanahmilikdesadanlokasicalonpengganti

tanahmilikdesa.

(2) Verifikasidatasebagaimanadimaksuddalam Pasal34ayat(2)

dilakukanuntukmemperolehbuktiformilmelaluipertemuandi

desayangdihadiriolehunsurdariPemerintahDesa,BPD,pihak

yang melakukan tukarmenukar,pihak pemilik tanah yang

digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi,serta pihak

dan/atauinstansiterkaitlainnya.

(3) HasilTinjauan lapangan dan verifikasidata sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)danayat(2)dimuatdalam BeritaAcara

yangditandatanganiolehparapihakdan/atauinstansiterkait

lainnya.

(4) BeritaAcarasebagaimanadimaksudpadaayat(2) memuat

antaralain:

a. hasilmusyawarahdesa;

b.letak,luasan,harga wajar,tipe tanah desa berdasarkan

penggunaannya;dan

c.buktikepemilikantanahdesayangditukardanpenggantinya.

Pasal36

(1) GantirugiberupauangsebagaimanadimaksudPasal33ayat(2)

hurufb,apabiladibelikantanahpenggantidanterdapatselisih

sisauangyangrelatifsedikitatauuanggantirugirelatifkecil

dapatdigunakanselainuntuktanah.

(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)diaturolehBupati/Walikota.

(3) Selisihuangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dimasukkan

dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam

APBDesa.

Pasal37

Gubernurmelaporkanhasiltukarmenukarsebagaimanadimaksud

dalam Pasal33kepadaMenteri.

BagianKedua

BukanKepentinganUmum
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Pasal38

(1) Tukarmenukartanahmilikdesabukanuntukpembangunan

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal32

huruf b.hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan

nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap

memperhatikandanmenyesuaikanrencanatataruangwilayah

(RTRW).

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)sepertipengembangan

kawasanindustridanperumahan.

(3) Tukarmenukarsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan

denganketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadikesepakatan

besarangantirugisesuaihargayangmenguntungkandesa

denganmenggunakannilaiwajarhasilperhitungantenaga

penilai;

b. tanahpenggantidiutamakanberlokasididesasetempat;

c. apabila lokasitanah penggantitidak tersedia didesa

setempatsebagaimana dimaksud pada hurufb,tanah

pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan

dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan

langsung.
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Pasal39

(1) Tukarmenukartanahmilikdesasebagaimanadimaksuddalam

pasal38ayat(1),denganketentuansebagaiberikut:

a. ditetapkandenganPeraturanDesatentangtukarmenukar

Tanahmilikdesa;

b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada hurufa

ditetapkan setelah mendapatijin dariBupati/Walikota,

Gubernur,danpersetujuanMenteri;

c. Sebelum Bupatimenerbitkanijinsebagaimanadimaksud

pada hurufb,terlebih dahulu membentuk Tim Kajian

Kabupaten/Kota;

d. Tim KajianKabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpada

hurufckeanggotaannyaterdiridariSatuanKerjaPerangkat

Daerah(SKPD)terkaityangdisesuaikandengankebutuhan

sertaditetapkandenganKeputusanBupati/Walikota;

e. Tim KajianKabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpada

hurufddenganmengikutsertakantenagapenilai;

f. Tim KajianKabupaten/Kotasebagaimanadimaksudpada

huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan

ekonomidesa,menguntungkandesa,dantidakmerugikan

asetdesa;dan

g. Hasilkajiansebagaimanadimaksudpadahuruffsebagai

bahanpertimbangan;dan

h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g

disampaikankepadaGubernuruntukpermohonanijin.

(2) Gubernursebelum menerbitkan ijin terhadap tukarmenukar

tanahmilikdesa,sebagaimanaayat(1)hurufhterlebihdahulu

melakukankajianmelaluitinjauanlapangandanverifikasidata.

Pasal40

(1) Tinjauanlapangansebagaimanadimaksuddalam Pasal39ayat

(2)dilakukanuntuk melihatdanmengetahuisecaramateriil

kondisifisiklokasitanahmilikdesadanlokasicalonpengganti

tanahmilikdesa.
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(2) Verifikasidatasebagaimanadimaksuddalam Pasal39ayat(2)

dilakukanuntukmemperolehbuktiformilmelaluipertemuandi

desayangdihadiriolehunsurdariPemerintahDesa,BPD,pihak

yang melakukan tukarmenukar,pihak pemilik tanah yang

digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi,serta pihak

dan/atauinstansiterkaitlainnya.

(3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data

sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)dimuat

dalam Berita Acara yang ditandatanganioleh para pihak

dan/atauinstansiterkaitlainnya.

(4) BeritaAcarasebagaimanadimaksudpadaayat(2) memuat

antaralain:

a.hasilmusyawarahdesa;

b.letak, luasan,hargawajar,tipetanahdesa berdasarkan

penggunaannya;dan

c.buktikepemilikantanahdesayangditukardanpenggantinya.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat(4)sebagai

dasardanpertimbanganGubernuruntukmenerbitkanijindan

selanjutnyadisampaikankepadaMenteriuntukmendapatkan

persetujuan.

Pasal41

(1) MenterimelaluiDirekturJenderalBina Pemerintahan Desa

melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna

memperoleh kebenaran materiildan formilyang dituangkan

dalam BeritaAcarasebelum memberikanpersetujuan.

(2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasidata sebagaimana

dimaksudpadaayat(1) sebagaibahanpertimbanganuntuk

menerbitkanSuratMenteri.

BagianKetiga

TanahKasDesaSelainUntukKepentinganUmum

DanBukanUntukKepentinganUmum

Pasal42

(1) TanahmilikDesaberadadiLuarDesaatautanahmilikdesa

tidaksatuhamparanyangterhimpitolehhamparantanahpihak
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laindan/atautanahmilikdesayangdidalamnyaterdapattanah

pihak lain dapatdilakukan tukarmenukarke lokasidesa

setempat.

(2) Tukarmenukartanahmilikdesasebagaimanadimaksudpada

ayat(1)dalam rangkameningkatkanefektifitaspengelolaannya

agarlebihberdayagunadanberhasilguna.

(3) Tukarmenukartanahmilikdesasebagaimanadimaksudpada

ayat(2)dapatdilakukandenganketentuan:

a.tukarmenukartanah milik desa dimaksud harus senilai

dengantanahpenggantinyadanmemperhatikannilaiwajar;

b.ditetapkandenganPeraturanDesatentangtukarmenukar

Tanahmilikdesa;dan

c.Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,

ditetapkansetelahmendapatijindariBupati/Walikota.

Pasal43

Asetdesayangditukarkansebagaimanadimaksudpada Pasal33,

Pasal38,danPasal42 dihapusdaridaftarinventarisasetDesadan

penggantinyadicatatdalam daftarinventarisasetDesa.

Pasal44

Pembiayaan administrasiproses tukarmenukarsampaidengan

penyelesaiaan sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana

dimaksudpadaPasal33,Pasal38,danPasal42 dibebankankepada

pihakpemohon.

Pasal45

KetentuanlebihlanjutmengenaiPengelolaanAsetDesadiaturdalam

PeraturanBupati/Walikota.

BABIV

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal46

(1) MenterimelaluiDirekturJenderalBina Pemerintahan Desa

melakukanpembinaandanpengawasanterhadappelaksanaan

pengelolaanasetdesa;
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(2) Gubernurmelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaanpengelolaanasetdesa;

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan

pengelolaanasetdesa;

(4) Dalam melakukanpembinaandanpengawasansebagaimana

dimaksudpadaayat(3)Bupati/Walikotadapatmelimpahkan

kepadaCamat.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasal47

Dalam rangkapelaksanaantertibadministrasipengelolaanasetdesa,

pembiayaandibebankanpadaAPBDesa.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal48

Pengelolaanasetdesakhususnyayangterkaitdenganpemanfaatan

danpemindahtangananyangsudahberjalandan/atausedangdalam

proses sebelum ditetakannya Peraturan Menteriini,tetap dapat

dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Menteriini.
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BAB VII

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal49

(1) KekayaanmilikPemerintahdanPemerintahDaerahberskala

lokalDesayangadadiDesadapatdihibahkankepemilikannya

kepadaDesa.

(2) AsetDesa yang telah diambilalih oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/KotadikembalikankepadaDesa,kecualiyangsudah

digunakanuntukfasilitasumum.

(3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

berskalalokalDesayang dihibahkan kepadaDesa serta aset

DesayangdikembalikankepadaDesasebagaimanadimaksud

padaayat(1)dan(2)dilaksanakansesuaidenganketentuan

PeraturanPerundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal50

Ketentuanyangmengaturmengenaiasetdesawajibmenyesuaikan

danberpedomandenganPeraturanMenteriinipalinglambat1(satu)

tahunsejakpadaPeraturanMenteriiniditetapkan.
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Pasal51

Peraturaninimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan

PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara

RepublikIndonesia.
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